WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKANANAK USIA DINI

Menimbang :

Mengingat :

1.

1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakanuntuk
membantu meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan,
keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum
memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk
membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik
psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama,
emosional, bahasa, fisik motorik dan kemandirian;

bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar
anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan
benar maka diperlukan pendidikan bagi anak usia dini;

bahwa dalam upaya pelaksanaan pendidikan anak usia dini
dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika
peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar
pelayanan minimal pendidikan, diperlukan standar pelayanan
minimal pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun prasekolah
dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak
Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor1821);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang .....
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150] sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668);
Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1279);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Penyediaan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1540);

16. Peraturan .....
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

A Sl

o

10.

11.

12.

Kota adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan

Walikota adalah Walikota Palembang.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan tertentu.

Anak Usia Dini adalah anak yang berusia O (nol) sampai 6 (enam)
tahun.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD
adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak lahir sampai dengan wusia 6 (enam) tahun yang
dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut
Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak
Luar Biasa, dan Raudatul Athfal yang terdaftar di Pemerintah
Kota Palembang.

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah
satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
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Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB
adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan bagi
anak berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebagai
upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan
fisik, mental, sosial dan emosi untuk dapat mengikuti program
pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa.

Raudatul Athfal atau nama lain yang sejenis adalah salah satu
bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama
islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Standar Pelayanan Minimal PAUD yang selanjutnya disebut SPM
PAUD adalah Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia
Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang merupakan
ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar PAUD yang
menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh
setiap peserta didik secara minimal.

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan
dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara
minimal.

Mutu pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup
secara layak.

Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut
Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana
teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup
pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan taman kanak-kanak.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat
DTKS adalah data yang digunakan sebagai basis data program
Penanggulangan Kemiskinan dan mengidentifikasi nama dan
alamat calon penerima bantuan sosial baik rumah tangga,
keluarga maupun induvidu berdasarkan pada kriteria sosial
ekonomi yang ditetapkan dengan pelaksana program.

Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah
suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan
pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan
substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan
pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
dalam rangka pelaksanaan SPM PAUD di Kota.



Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk pemenuhan mutu
pelayanan dasar PAUD yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan SPM PAUD dilaksanakan berdasarkan
prinsip:

a. kesesuaian kewenangan;
b. ketersediaan;

c. keterjangkauan;

d. kesinambungan;

e. keterukuran; dan

f. ketepatan sasaran.

(2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak
diperoleh oleh setiap peserta didik PAUD secara minimal.

4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, dilaksanakan dalam rangka menjamin barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh
oleh peserta didik PAUD.

(5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dilaksanakan untuk memberikan jaminan
tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar
peserta didik PAUD secara terus-menerus.

(6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, dilaksanakan dengan barang dan/atau jasa yang
terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
PAUD.

(7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, dilaksanakan untuk pemenuhan barang
dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh
setiap peserta didik PAUD secara minimal dan
pemenuhan oleh Pemerintah Kota ditujukan kepada
peserta didik PAUD dengan memprioritaskan bagi
keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

penerima pelayanan dasar;

. mutu pelayanan dasar;

penuntasan PAUD;

. pemenuhan SPM PAUD;

pelaporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD; dan
pembinaan dan evaluasi.

moanD



BAB 1II
PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar SPM PAUD merupakan peserta didik
yang berusia S (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum
memasuki jenjang pendidikan SD.

Pasal 7

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengikuti

layanan pendidikan melalui:

a. jalur layanan pendidikan formal pada Satuan PAUD TK atau
Raudatul Athfal; dan

b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada jalur
layanan pendidikan formal pada Satuan PAUD TKLB.

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Mutu Pelayanan Dasar SPM PAUD mencakup:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,;
dan

c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan
Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 9

(1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
a. standar Satuan PAUD; dan
b. standar biaya pribadi peserta didik.

(2) Standar Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:

standar kompetensi lulusan;

standar isi;

standar proses;

standar sarana dan prasarana;

standar pengelolaan;

standar pembiayaan; dan

standar penilaian.

(3) Standar biaya pribadi peserta didik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b yaitu perlengkapan dasar peserta didik.

Pasal 10

(1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:

RSO QAD TP



a buku gambar; dan
b. alat mewarnai.
(2JJumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a 6 (emam) buah buku gambar dalam kondisi baru per
peserta didik per semester; dan

b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas)
warna dalam kondisi baru per peserta didik per
semester.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah
dan KualitasBarang dan/atau Jasa

Pasal 11

Pemenuhan standar Satuan PAUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Kota dapat menanggung Pemenuhan
perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bagi peserta didik
Satuan PAUD yang berasal dari keluarga miskin atau
tidak mampu.

(2) Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau
tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
dan belum memasuki jenjang pendidikan SD;

b. terdaftar dalam Dapodik Satuan Pendidikan Kota; dan

c. terdaftar dalam DTKS atau non DTKS berdasarkan Surat
Keterangan dari Lurah.

(3) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada setiap awal tahun.

(4) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi
peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau
tidak mampu dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut:

a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga
miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah
buku gambar dikali biaya satuan buku gambar;
dan

b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga
miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat
mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.

(5) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat
mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpedoman dengan standar satuan harga biaya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau
tidak mampu sebagaimna dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13 ......
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Pasal 13

Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar peserta
didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat berupa:

a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau

b. memberikan wuang tunai untuk pemenuhan
perlengkapan dasar kepada peserta didik yang
berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

Pemenuhan  perlengkapan dasar peserta didik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas
Pendidik dan TenagaKependidikan

Pasal 14

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b, terdiri atas:

a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.

Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, adalah guru PAUD.

Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala Satuan PAUD.

Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. paling rendah memiliki ijjazah Diploma empat (D-IV)
atau Sarjana (S1) bidang PAUD, kependidikan lain,
atau psikologi; dan

b. memiliki sertifikat profesi guru PAUD.

Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria

sebagai berikut:

a. memiliki ijjazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana
(S1);

b. memiliki sertifikat pendidik; dan

c. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan
pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal
atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala
Satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah
yang berwenang.

Pasal 15 ......
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Pasal 15

(1) Dalam hal guru PAUD belum memiliki sertifikat
profesi guru PAUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) huruf b, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan menyampaikan surat keterangan yang
menyatakan masih terdapat pendidik yang belum
memiliki sertifikat profesi guru PAUD kepada Walikota.

(2) Dalam hal Kepala Satuan PAUD belum memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5) huruf c, Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan menyampaikan surat keterangan yang
menyatakan masih terdapat kepala Satuan PAUD
formal yang belum memiliki surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala satuan PAUD
kepada Walikota.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan
penerapan dan pencapaian SPM PAUD kepada
Walikota untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah
Pusat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 16

(1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, didasarkan pada tata
cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan
jumlah rombongan belajar pada Satuan PAUD sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, yaitu 1
(satu) Kepala Satuan PAUD untuk 1 (satu) Satuan
PAUD.

BAB IV
PROGRAM PENUNTASAN PAUD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

() Pemerintah Kota melaksanakan program Penuntasan PAUD
dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar
memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan SD.

(2) penyelenggaraan .....



(2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Satuan PAUD TK,
TKLB, atau Raudatul Athfal.

(3) Untuk melaksanakan program Penuntasan PAUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk Tim
Koordinasi tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri
dari unsur Pemerintah Kota dan masyarakat.

(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan program dan kegiatan;

b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan
dengan Perangkat Daerah terkait;

c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian program dan
kegiatan setiap tahun; dan

d. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan
program Penuntasan PAUD.

(6) Tim Koordinasi yang berasal dari unsur Pemerintah Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit terdiri
atas:

a. perangkat daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;

b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;

Cc. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan; dan

d. perangkat daerah teknis terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Pemerintah Kota melaksanakan program Penuntasan PAUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat melibatkan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha dan
Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

(1) Walikota melakukan pengawasan atas pengelolaan dan
penyelenggaraan program Penuntasan PAUD. '

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana d}maksud pada:
ayat (1), Walikota dapat menugaskan kepada Tim Koordinasi
Penuntasan PAUD atau kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan. ‘

(3) Pengawasan secara langsung pada Satuan PAUD dllaksgnakan
oleh Pengawas TK berdasarkan asas tranparansi dan
akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.

(4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program
Penuntasan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



BAB V
PEMENUHAN SPM PAUD
Bagian Kesatu
Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD
Pasal 20

Pemerintah Kota melaksanakan pemenuhan SPM PAUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Masyarakat penyelenggara PAUD wajib memfasilitasi
pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

pada setiap Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh
masyarakat.

Pasal 22

(1) Pencapaian pemenuhan SPM PAUD dilakukan dengan
cara:

a. menghitung jumlah anak wusia S5 (lima) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun;

b. menghitung jumlah anak wusia S5 (lima) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat
atau sedang belajar di satuan PAUD; dan

c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah
anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, mengikuti PAUD pada daerah lain,
peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM
PAUD.

Bagian Kedua
Pembatalan Penerimaan SPM PAUD
Pasal 23

(1) Pemerintah Kota dapat membatalkan penerima SPM
PAUD apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria
sebagai penerima SPM PAUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Pembatalan oleh Pemerintah Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari
Kepala Satuan PAUD.




BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN SPM PAUD

Pasal 24

(1) Perangkat Daerah yYang menyelenggarakan urusan

(2)

(1)

@)

)

@)

pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan
lapqran pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD kepada
Wahkot.a untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari
Pemerintah Pusat.

Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM
PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:

a. hasil penerapan SPM PAUD;

b. kendala penerapan SPM PAUD; dan

c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
PAUD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI
Pasal 25

Walikota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan SPM PAUD dengan memperhatikan aspek mutu
penyelenggaraan PAUD.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan ecvaluasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Sekretaris Daerah
melakukan pembinaan dan evaluasi secara umum dan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan melakukan
pembinaan dan evaluasi secara teknis dengan memperhatikan
aspek mutu penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), guna pencapaian pertumbuhan dan
perkembangan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hasil pembinaan dan evaluasi terhadap penerapan dan
pencapaian SPM PAUD disampaikan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

Pelaporan penerapan dan pencapaian SPM PAUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam Laporan
Penyelenggaraan PemerintahanKota.

BAB VIII ....



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA PALEMBANG,
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Diundangkan di Palembang

pada} ggal |0 pesermber 2021
; : TARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

\'RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2071 NOMOR 26




